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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

emligan ;

yang betlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi )
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
Dalam hal pelaksanasn pendidikan ternyata. timbul kerugian tcrhadap
Pihk lain atau pesenta didik yang mengakibatkas terhentinya pendidikan,
maka scgala resiko yang timbul sepenubnyn menjadi tangzung jawah
pihak pomegang izin dan keputusan ini dapat dibatalken dan tau batal
demi bukum,

Segala penyimpanpan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan
ini yang dapal merugiken kewibawaan pemerintab baik sengaja maupun
tiddak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidek dibenarkan mengalibkan izin pendirian sekolah ke pihsk lain
dengan dalih apapun sebelum wdanya persctujsan dari Pemeriniah
Daecah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tinggal ditetapkan,

DITETAPKAN DI ; CIBINONG
PADA TANGGAL : +£- o T2

e
NIP. 196010111985031001

‘¥ith.Kepala Dinas Pessdidikin Proviasi inses Barmc

¥ih Bupati Bogor melelu| Sekrotaris Daerah Kabupatcn Bogor,
¥ihKetuw Dewan Perwakilan Rikyat Dnereh knbuputen Bogor;
Yih.Carnot Megemendung ;

ih.Kepala UPT Kurikulum Kecumatan Megamendung:
¥ith.Kepala Desa SukagafihKecamatan Megamendung,



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kee Cibinong Telp, 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor ; Yde M2 Disdik/2012
TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PENYELENGUARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT

Menimbang

Mengingat

a.

: g

PAUD MERPATL

Kp.Coblong Giring RT.05 RW. 01 DESA SUKAGALIH

KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan. kepada

serta pendidikan usiz dini, perla
memberikan izin Operasional Penycleng, Pendidikan Anak Usia
Dini / PAUD Merpati yang berlokasi di Kp. Coblong Girag RT. 05
RW. M Desa'Kelurah Kecamatan

Kabupaten Bogor.

Bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksug dalam buraf s,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang  Tzin
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Merpati yang berlokast
di Kp. Coblong Girang RT05 RW. 01 Desa/Kelurahan Sukagalih

K Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pemcrintah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 1950 Nomor 8),

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembamn Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesta Nomor 3390},

Undang-Undang No.20 tahua 2003 tentang System pendidikan Nastonal
Pasal 28,




Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

KEDUA

w

o

=

~

[

Pecaturan Menter Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tuhun 2009
entang Standar Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)

Peratwran Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sckolah (PLS), Peratuman Pemerintah No.27 tahun 1980 tentang
Pendidikan Pra Sckalah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasione] Nomat A06OAUFZ002 tanggal 26
April 2002 tentang, Pedoman Pendirian Sekolah;

Petaturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susonan dan
Kedudukan Organisast Permgkat Daersh ( Lembaraa Daerah Kabupaten
Bagor ‘Tahun 2008 Nomor 8 );

Peraturan Dacrah Kabuputen Boger Nomeor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisesi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Duerah Tahun 2008 Nomor 1y

Keputusan  Bupati  Bogor  teniang Pendelegasian  Kewenangan

Dokumen i Pelayanan  Umum
Kepada Kepala Dims Pendidiken Nomor: S17LBRIKprs/Huk/2003
Janggal 30 Mei 2005;

Surat  permol izin  Opemsional  dari T

Pendidikan PAUD Merpati tanggal Maret 2012 Nomor ; D0S/Paud-
MedTI2012 Perihal Pengajuan [zin Pendirian Oprosional PAUD
Metpati

penilsian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
Dinas Pendidikan Kecamaten Megamendungtanggal Maret 2012

Memberikan Tzin Operasional Penyel Kepada ©
Nama PAUR  : Merpati
Alamat : Kp. Coblong Girang RT.05 RW.01
Desa/Kel :  Sukagalih

Kecamatan 1 Megamenduny

Pemberian izin schagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

scpanjang memenuhi semua ketentuan peraluran perundang-undangen



